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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana bagi hasil

kehutanan dari dana reboisasi dan mengatur lebih lanjut penggunaan sisa dana bagi hasil
kehutanan dari dana reboisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916), UU
9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137,
TLN No.4575), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu Rl
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sisa DBH DR Kabupaten/Kota digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh
bupati/wali kota untuk pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya,pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan
perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, dan/atau
pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Provinsi atau kabupaten/kota dapat
menggunakan paling banyak 10% dari alokasi DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR
Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan
pencapaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Gubernur atau
bupati/wali kota menyusun laporan realisasi penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR Provinsi atau
Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 tiap semester.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.g. eselon | pembina masing-masing kegiatan serta
Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH DR dan
Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Untuk memperhitungkan besaran Sisa DBH DR Provinsi dan
Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah provinsi dan
kabupaten/kota setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian Keuangan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rekonsiliasi
perhitungan Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah yang
dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
RKP DBH DR yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelum Peraturan Menteri ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu R1 221/PMK.07/2019 BN Tahun 2019

Nomor 1721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Februari 2021.

- Lampiran halaman 21-71.



